
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 36, 2017 KEMENHUB. BPTD. Orta. Pencabutan. 

 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 154 TAHUN 2016 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA  

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, perlu dilaksanakan penataan organisasi unit 

pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat; 

  b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi  pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 

perlu dilaksanakan penataan wilayah kerja di lingkungan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 
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  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5070); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5093); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta 

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 
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  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5317); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan 

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5346); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5468); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor5594); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  14. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang 

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis  Kementerian 

dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 

  16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

  17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
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Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); 

  18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang 

Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1295); 

  19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 

2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1296); 

  20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan 

Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1297); 

     

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam surat 

nomor B/3923.1/M.PANRB/11/2016 tanggal 30 

November 2016. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI 

PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT. 

 

BAB I  

KEDUDUKAN, TIPOLOGI, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Bagian Pertama 

Kedudukan 

 

Pasal 1 

(1) Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya 

disebut BPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di 
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lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Perhubungan Darat. 

(2) BPTD dipimpin oleh Kepala. 

 

Bagian Kedua 

Tipologi 

 

Pasal 2 

Tipologi BPTD terdiri atas: 

a. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat 

pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat 

pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, 

danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang 

selanjutnya disebut BPTD Tipe A; 

b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat 

pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat 

pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, 

danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya 

disebut BPTD Tipe B; dan 

c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat 

pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang 

terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan 

sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan 

perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C. 

 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Fungsi 

 

Paragraf Pertama  

Tugas dan Fungsi BPTD Tipe A 

 

Pasal 3 

BPTD Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan 

angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta 

penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan 
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